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KATA PENGANTAR 

 

Prof. DR. Suteki,SH.,MH 

(Guru besar Ilmu Hukum UNDIP) 

 

Korupsi sebagai fenomena berbangsa dan bernegara adalah 

fenomena yang menggelisahkan, karena perilaku korupsi yang 

dilakukan oleh oknum anak bangsa, dampak pembangunan di 

semua lini menjadi terhambat. Pertanyaan mendasar, kenapa 

perilaku korupsi sangat sulit untuk dihentikan? Berbagai ikhtiyar 

sudah dilakukan, mulai dari pembentukan undang-undang, 

adanya lembaga (komisi) yang secara spesifik diberikan 

kewenangan luar biasa untuk pemberantasan korupsi, tetapi 

instrument-instrument pemberantasan korupsi tersebut 

menunjukkan masih kurang ampuh dan sakti dalam 

pemberantasan korupsi.   

Hadirnya kumpulan tulisan (book chapter) dari Dosen-Dosen 

fakultas hukum ini, mendedikasikan diri dalam ilmu, adalah 

wujud idealisme anak bangsa akan kegelisahan mendalam 

terhadap fenomena korupsi yang tidak kunjung berakhir, atau 

minimal bisa diminimilisir. Tulisan-tulisan dalam buku ini, 

mencoba melakukan berbagai macam pendekatan, yang tentu saja 

tetap beririsan dengan hukum. Secara implisit mengesankan 

bahwa pendekatan hukum ansich belum cukup dalam upaya 

pemberantasan korupsi, untuk itu masih diperlukan pendekatan-

pendekatan lain. 

Korupsi sebagai kejahatan, memang bukan kejahatan biasa 

yang seringkali diseEXW� GHQJDQ� ´extraordinary crimeµ� �NHMDKDWDQ�

luar biasa). Pengkatagorian korupsi sebagai kejahatan luar biasa 

(extraordinary), telah sesuai dengan watak dasar korupsi itu sendiri 

yang destruktif (merusak) semua aspek dalam pembangunan, baik 

pembangunan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Untuk itu 

upaya yang biasa-biasa saja dalam pemberantasan korupsi akan 

menjadi kontradiksi dengan sifat dasar korupsi itu sendiri. Secara 

faktual hampir di setiap rezim yang berkuasa, masih belum on the 

track, tegasnya bahwa upaya yang dilakukan belum berbanding 
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lurus dengan sifat dasar korupsi. Hal demikian adalah jawaban 

dari pertanyaan, kenapa kejahatan korupsi (corruption crime) 

cenderung tidak mengalami penurunan, bahkan ada indikasi 

kenaikan. 

Kejahatan korupsi dalam berbagai perpepektif, sebagaimana 

tulisan dalam book chapter ini, kalau bisa dikatakan adalah 

paradigma baru sebagai upaya meminimilasir kejahatan korupsi. 

Bila melihat realitas (empirical evidence) para koruptor secara 

akademik, mereka adalah kaum intelektual dan sudah barang 

tentu adalah terpelajar bahkan amat terpelajar. Kenapa masih 

tergiur untuk melakukan kejahatan tersebut? Fenomena ini 

menuntut suatu kontempelasi sehingga menemukan suatu 

pencerahan sebagai solusi. Assumsi yang tertangkap adalah, 

bahwa pendidikan tinggi tidak selalu berkorelasi dengan integritas 

suatu pribadi, atau mungkin bahwa sistem pendidikan tidak 

(belum) cukup memberikan kontribusi terhadap penguatan 

integritas pribadi tertentu. Dalam konteks ini, kejahatan korupsi 

bisa ditelaah secara tajam dalam perspektif pendidikan. 

Pendekatan cara pandang masyarakat kita tampaknya juga 

sudah terkontaminasi oleh cara pandang barat, yaitu hedonis. 

Parameter keberhasilan dan sukses ditunjukkan terhadap 

penguasaannya atas kebendaan. Andre Malraux dalam The 

Temptation of the West, membuat metafora cukup menarik terkait 

dengan karakter Ling Cina:  

´Our universe is not subject, as yours, to the law of cause and 

effect; or, more exactly, althaough we admit its reality, it has no 

power over us, since it GRHVQ·W�DOORZ�IRU�XQMXVWLILDEOH����)URP�WKLV�

view arises our sense of the importance of sensibility... The eartern 

mind...gives no value to himself; it contrives to find, in the flow of 

universe, the thoughts which permit it to break its human bonds. 

The first (the West) wants to bring the universe to man; the second 

�WKH� (DVW�� RIIHUV� PDQ� XS� WR� 8QLYHUVHµ.1( ´$ODP� VHPHVWD kita 

tidak tunduk, sebagaimana dalam konsepmu, pada hukum 

 

1 Allen M. Sievers, The Mystical World of Indonesia (Culture and Economic Development 
in Conflict), The Johns Hokins University Press, Baltimore and London, 1974, 
hlm. xii. 
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sebab dan akibat; atau, lebih tepatnya, meskipun kita 

mengakui realitasnya, ia tidak memiliki kuasa atas kita, 

karena ia tidak mengizinkan hal yang tidak dapat 

dibenarkan .... Dari pandangan ini muncul kesadaran kita 

akan pentingnya sensibilitas ... Pikiran duniawi ... tidak 

memberi nilai pada dirinya sendiri; ia merancang untuk 

menemukan, dalam aliran alam semesta, pemikiran yang 

memungkinkannya memutuskan ikatan manusianya. Yang 

pertama (Barat) ingin membawa alam semesta kepada 

manusia; yang kedua (Timur) menawarkan manusia ke 

$ODP�6HPHVWDµ�� 

Pandangan mendalam tentang realitas masyarakat timur, 

menekankan kepada nilai-nilai luhur dari kearifan lokal idealnya 

adalah merupakan dasar dalam berperilaku. Perspektif budaya, 

agama, politik dan etika, menjadi penting sebagai upaya preventif 

agar tidak terjadi kejahatan korupsi. 

 Hanya menggunakan pendekatan penal dan mengabaikan 

non-penal dalam kejahatan korupsi, maka itu merupakan 

pandangan yang jauh dari bijak. Berbagai macam disiplin ilmu, 

idealnya digunakan dalam rangka meminimalisir kejahatan 

korupsi. Dengan demikian hadirnya book chapter ini, setidaknya 

adalah langkah awal untuk membuka pintu inisiasi tentang 

pentingnya memerangi kejahatan tidak hanya dalam perspektif 

hitam putih menurut text hukum. Kesadaran kolektif terkait 

bahayanya korupsi adalah bagian dari budaya hukum, yang juga 

harus menjadi konsentrasi pemilik otoritas untuk melakukan 

penguatan terhadap kesadaran tersebut. Oleh karena itu cara 

berhukum konvensional mesti digeser ke arah cara berhukum 

progresif yang berciri khas dilakukannya rule breaking2 dalam 

 

2 ´Rule breaking�µ���adalah cara berpikir dengan menggunakan kecerdasan spiritual 
(SQ), sehingga kita memiliki  kemampuan berpikir kreatif dan penuh 
wawasan (insightful), yang menurut ZRKDU�GDQ�PDUVKDO�DGDODK�´´an ability to 
reframe or contextualize our experience, and thus an ability to transform our 
understanding of it�µ�OLKDW�  Danah Zohar, & Ian Marshall. 2000. IQ, Spiritual 
Intelligence, The Ultimate Intelligence. London: Bloomsbury 
Publishing,hal.178) 
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penegakan hukum, dalam rangka pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 

 

                                                   Semarang, 26 Juli 2023 
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PENDAHULUAN 

 

Puji syukur kepada Allah SWT, atas nikmat yang tidak 

berhenti mengalir kepada hamba-hamba-Nya, teriirngi Sholawat 

dan salam senantiasa terucap, sebagai ekspresi kecintaan kepada 

Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang terutus untuk 

memberikan pencerahan peradaban manusia, sehingga umat 

manusia keluar dari kegelapan, menuju cahaya. 

Kumpulan berbagai macam pandangan ini, pada dasarnya 

hanya  sebuah upaya akademis, untuk turut berpartisipasi dalam 

upaya mencari solusi, terhadap pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Korupsi telah dipandang sebagai kejahatan, yang bersifat 

luar biasa, karena dampak yang ditimbulkan bisa mengganggu 

proses pembangunan suatu negara. Hadirnya undang-undang 

tindak pidana korupsi, adalah merupakan bagian dari upaya 

pemberantasan korupsi, dan eksistensinya bukan merupakan satu-

satunya instrument dalam rangka pemberantasan korupsi. 

Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa 

kumpulan tulisan dengan tema besar ´NHMDKDWDQ� .RUXSVL� GDODP�

EHUEDJDL�SHUVSHNWLIµ, adalah sebuah inisiasi akadamik untuk turut 

memberikan kontribusi pemikiran, bahwa terdapat berbagai 

pendekatan dalam upaya pemberantasan korupsi.  Buku ini 

menawarkan pemberantasan korupsi, melaui pendekatan budaya, 

sistem politik,pendidikan, agama dan hukum. Secara subtansial 

bahwa meminimalisir suatu kejahatan termasuk di dalamnya 

korupsi, jangan hanya mengandalkan satu instrument, tapi harus 

melakukan berbagai macam pendekatan yang berfungsi sebagai 

tindakan pencegahan.  

Fenomena korupsi merupakan ujung dari sebuah proses 

dengan latarbelakang yang variatif, atau merupakan fenomena 

hilir dari hulu yang panjang. Fokus kepada hilir tanpa mencoba 

menelusuri hulunya, adalah bukan suatu solusi dalam 

pemberantasan korupsi. Untuk itu, kumpulan tulisan menjadi 

menarik untuk menjadi bahan literasi, karena sudut pandang yang 

ditawarkan adalah mencoba mengulik sisi hulu dari kejahatan 

korupsi. Melakukan pemberantasan korupsi, hanya pada hilirnya, 
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yakni hanya menggunakan pendekatan teks hukum yang bersifat 

hitam-putih, pelaku kejahatan korupsi bisa ditangkap, akan tetap 

di belakangnya masih terdapat antrian panjang para koruptor 

baru. 

                             

Editor     
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BAB  

1 

 

Oleh: Anshori,SH.,MH 

 

A. Pendahuluan 

Budaya adalah bagian dari peradaban manusia, 

peradaban dan kebudayaan telah menjadi penentu differiansial 

manusia, di antara makhluk-makhluk lainnya. Secara 

etimologi, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa 

sansekerta yaitu buddhayah, merupakan bentuk jamak dari 

buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan 

dengan budi dan akal manusia, sementara dalam bahasa 

Inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata latin 

colere yaitu mengolah atau mengerjakan, dapat diartikan juga 

sebagai mengolah tanah atau bertani, kata culture juga kadang 

VHULQJ� GLWHUMHPDKNDQ� VHEDJDL� ´.XOWXUµ� GDODP� EDhasa 

Indonesia.3 Budaya yang baik adalah budaya yang mampu 

memperjelas eksistensi manusia sebagai makhluk yang 

beradab. Setiap fase dari kehidupan manusia, akan selalu 

melahirkan budaya-budaya, dan kemudian menjadi praktik 

dalam fase kehidupan itu. Manusia-manusia pada zaman batu 

tentu mempunyai kebudayaan yang perbeda dengan manusia-

manusia modern, kebudayaan selalu mencerminkan tingkat 

perkembangan dari kualitas manusia itu sendiri.  

Perilaku manusia lahir dari interaksi dengan 

sekelilingnya dan pengalamannya, yang kemudian menjadi 

dasar manusia menciptakan apa yang menjadi imajinasinya 

 

3 Muhaimin, Islam dalam Bingkai Buduaya Lokal; Potret dari Cirebon, 2001, 
Jakarta, Logos, hal. 153 

KEJAHATAN KORUPSI 
DALAM PERSPEKTIF 

BUDAYA DAN SISTEM 
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a. Pendidikan anti korupsi sejak dini; 

b. Membuat lembaga percontohan berintegritas; 

c. Membudayakan politik tanpa uang (no-money politic); 

d. Penguatan kontrol publik. 

Aspek-aspek di atas, setidaknya sebuah ikhtiyar 

dalam rangka anstisipasi bagaimana agar tidak terjadi 

korupsi, yang sudah diketahui bersama sebagai perbuatan 

yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

E. Kesimpulan Sebagai Rekomendasi 

Pandangan-pandangan yang terdeskripsikan di atas, 

sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap pemberantasan 

korupsi, bisa disimpulkan dan kesimpulan berikut sekaligus 

merupakan rekomendasi; 

1. Merevitalisasi kearifan lokal, dan nilai-nilai yang dijunjung 

tinggi di tengah masyarakat, sebagai basis pembangunan 

kesadaran kolektif dalam berbangsa dan bernegara; 

2. Langkah preventif idealnya juga merupakan prioritas dalam 

pemberantasan korupsi,melalui pendekatan pembangunan 

sistem politik, yang tidak menjadi pemantik perilaku 

seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi; 

3. Penegakan hukum tidak hanya sebatas pendekatan 

punishment, dalam bentuk pemberian hukuman, tapi 

penegakan hukum dalam arti yang seluas-luasnya yang 

meliputi subtansi,struktur dan kultur hukum.  
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BAB  

2 

 

Oleh: Mahktum Yandy Abrori 

 

A. Pengantar  

Isu tentang kembalinya penyelenggaraan Pemilu melalui 

mekanisme Sistem Proporsional Tertutup berhembus 

belakangan ini. Pro-kontra timbul di ranah publik dalam 

menyikapinya. Sebagian pihak khawatir jika wacana ini benar-

benar digulirkan, maka ini akan menjadi kemunduran dalam 

berdemokrasi, mengingat kurangnya keterbukaan mengenai 

sosok wakil rakyat yang akan dipilih oleh pemilih. Sebab, salah 

satu asas demokrasi adalah keterbukaan. Terlebih, keterbukaan 

dalam pemilu terkait sosok yang akan mereka pilih nantinya. 

Selain itu, terdapat kekhawatiran lainnya dari sisi 

penyelenggara pemilu yang dianggap kurang bisa 

menyesuaikan perubahan sistem jika benar-benar perubahan 

tersebut disahkan. Terlebih masih ada beberapa kekurangan 

dari penyelenggaraan dengan Sistem  Proporsional Terbuka 

dalam pagelaran pemilu sebelumnya. 

Namun, dalam tulisan ini ² sembari menunggu 

keputusan Mahkamah Konstitusi ² penulis mencoba 

menganalisis Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dari sisi 

yang lain. Di balik kontroversinya, sistem ini memiliki 

beberapa keunggulan yang terbilang relevan untuk diterapkan 

di masa Pemilu mendatang.    

 

PENCEGAHAN KORUPSI 
MELALUI PEMILU 

DEMOKRATIS [KAJIAN ATAS 
SISTEM PROPORSIONAL 

TERTUTUP PEMILU DPRD] 
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demoralisasi akibat korupsi yang dilakukan oleh jajaran 

pemimpin mereka. Jika pemimpin partai berkuasa dan 

pemimpin partai yang mengklaim diri bebas korupsi digugat 

oleh KPK, apalagi yang tersisa di dalam kas politis partai selain 

defisit kepercayaan publik? Inilah salah satu sebab mengapa 

penulis setuju dengan penerapan kembali Sistem Proporsional 

Tertutup. Selain dapat menjaring kader berkualitas dari sisi 

elektoral saat Pemilu, partai politik juga bisa melakukan 

pendisiplinan internal terhadap kadernya yang korupsi, serta 

pencegahan tindak korupsi tersebut melalui bimbingan internal 

yang kuat. Dengan cara ini, menurut penulis, tindakan korupsi 

dapat dicegah dari salah satu hulunya, yakni partai politik.  

Menurut Andreas Ufen, partai-partai di Indonesia 

cenderung berkembang menjadi ² apa yang disebut sebagai ² 

´SDUWDL-pDUWDL� NDUWHOµ�� \DLWX� SDUWDL� \DQJ�PHOHNDW� SDGD� QHJDUD��

teralienasi dari masyarakat, dan didominasi oleh pejabat 

publik. Partai-partai seperti itu dikuasai oleh elite partai 

dengan kepribadian otoriter, sehingga para anggota kurang 

memiliki akses dalam pengambilan keputusan internal.54  

Hendaknya setiap partai menghilangkan pola-pola seperti ini 

untuk membangun kualitas partai yang lebih baik ke 

depannya.   
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Oleh: Niswatul Faizah, S.Hi.,M.Hi  

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan bagi warga Negara Indonesia sudah menjadi 

tanggung jawab Negara dan dijamin dalam UUD 1945 dan UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

Sementara itu, dalam menjalankan peran tersebut Negara 

mengalami beberapa hambatan termasuk adanya masalah 

korupsi latau kebocoran anggaran di bidang pendidikan. 
55.seperti yang dikemukakan oleh Cf.Hallak (2003) bahwa 

Negara berkembang, ermasuk Indonesia korupsi sering kali 

merupakan masalah endemik seluruh masyarakat. Bidang 

pendidikan merupakan salah satu bidang yang masuk kategori 

rentan terhadap korupsi, karena relative besarnya anggaran 

pendidikan, sehinnga cenderung memberi peluang untuk 

praktik korupsi semakin membesar. 

Kasus korupsi di Indonesia dimasa sekarang sangat 

memprihatinkan, hampir setiap hari, di berbagai media 

mengabarkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh para pejabat, dalam rangka memerangi korupsi, 

pemerintah telah melakukan upaya sebagaimana yang 

diamanatkan dalam TAP MPRRI Nomor XI/MPR?1998. 

Institusi pendidkan merupakan wadah terbaik dan 

strategis untuk menanamkan dan menyebarluaskan nila-nilai 

anti korupsi. Siswa dan mahasiswa akan menjadi generasi 

 

55 Titik handayani, jurnal kependudukan Indonesia, vol. IV, No.2, 2009. 16 
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Korupsi di bidang pendidikan juga dapat terjadi 

ditingkat sekolah, yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, 

komite sekolah, atau rekanan sekolah yangyang telah ditunjuk 

oleh dinas pendididkan. Bisa terjadi dalam pengelolann dana 

operasional sekolah, namun karena sekolah berada dibawah 

birokrasi dinas pendidkan ddaerah, maka dimungkinkan 

korupsi sekolah terjadi karena adanya tekanan dari ats, 

misalnya korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana, 

buku, lat peraga dan lain sebagainya. 72 

Persoalana pembangunan pendidkan di Indonesian 

adalah adanya kecenderungan pembentukan manusia yang 

memiliki kecerdasan intelektual, tetapi kurang menciptakan 

karakter budi pekerti. Orientasi pendidikan yang yang sekedar 

memenuhi tuntutan dunia kerja telah mengesampingkan 

penanaman nilai spiritual (SQ) dan moralitas yang seharusnya 

menjadi ruh para intelektual, karena pendidikan adalah daya 

upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. 

Anak-anak bangsa yang sekarang menjadi tertuduh, 

tersangka dan bahkan telah ditetapkan sebagai pelaku korupsi 

adalah produk pendidikan, mereka yang duduk di eksekutif, 

legislatif dan yudikatif, yang kemudian terseret sebagai pelaku 

korupsi adalah fenomena menyedihkan dari produk 

pendidikan. Pendidikan belum mampu mencetak manusia-

manusia yang memiliki integritas. 

 

I. Daftar Pustaka 

Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati, Pendidikan Budaya Anti 
Korupsi, Jakarta: UAI Press Al Azhar Indonesia, 2018 

Maharso Tomy Sujarwadi, Fenomena korupsi dari sudut pandang 

edimiologi, Yogyakarta: grup penerbitan CV BUDI 
UTAMA, 2018 

Muhammad Asyharuddin1, Nur Arfiani2, Lita Herlina3, jurnal 
de jure vol. 14 nomor 2 oktober2022 

 

72 Ibid, 23 



74 
 

Syahroni, maharso, Tomy Sujarwadi, Korupsi bukan budaya tetapi 

penyakit, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018  

Titik handayani, jurnal kependudukan Indonesia, vol. IV, No.2, 
2009. 

Vishnu Juwono, Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-
2014, Jakarta: KPG, 2018 

Wijayanto, Ridwan Zachrie, Korupsi, Mengkorupsi Indonesia, 
Sebab, Akibat, Dan Prospek Pemberantasan, Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2013  

 

 

 



75 
 

BAB  

4 

 

Oleh: Sutiyono,SH.,MH 

 

A. Pendahuluan 

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat 

dijumpai dimana- mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir 

tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak 

berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan 

berubah sesuai dengan perubahan zaman. Kata korupsi 

sekarang adalah sesuatu yang sangat akrab. Korupsi dianggap 

sebagai hal yang buruk, sesuatu yang menjadi penyebab 

kemerosotan bangsa 

Moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusia 

sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia 

hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

Dalam kehidupan sosial, semua masyarakat mempunyai aturan 

moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. 

Tata pri laku itu harus diikuti oleh anggota masyarakat dan 

akan menimbulkan ´KXNXPDQµ� EDJL� SHODQJJDUQ\D�� 8NXUDQ�

moral harusnya didasarkan pada nilai budaya yang timbul dan 

berkembang di tengah tengah kehidupan masyarakat dan/atau 

agama yang dianut. 

Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara di Indonesia dapat digali dari Pancasila yang 

merupakan dasar negara. Pancasila memancarkan nilai-nilai 

etika dan moral yang harus ditumbuhkembangkan dan 

diimplementasikan oleh setiap individu warga negara 

Indonesia.  

KORUPSI DAN 
MORAL BANGSA 



88 
 

F. Kesimpulan  

Melalui pemahaman korupsi menurut perspektif hukum 

yang dijabarkan dalam 13 buah Pasal dari UU No. 31 Tahun 

1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, diharapkan kebiasaan berperilaku koruptif 

yang berlangsung dikalangan pegawai negeri, penyelenggara 

negara dan masyarakat yang selama ini dianggap sebagai hal 

yang wajar dan lumrah dapat segera dicegah Korupsi 

merupakan tindak kriminal berbasis pengkhianatan terhadap 

negara dan perampasan hak pihak lain. Dampak destruktifnya 

kepada rendahnya moralitas bangsa secara keseluruhan. Pada 

hakikatnya Pancasila adalah budi pekerti atau moral. 

Merupakan moral individu moral bangsa dan moral negara 

Indonesia. Nilai nilai yang harus dimiliki dalam menjalankan 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perbuatan korupsi 

sebagai perilaku manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai 

dan norma-norma yang telah berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam hal ini, kejahatan moral berarti merujuk 

pada perilaku seseorang yang bertentangan dengan berbagai 

norma dan nilai moral dalam kehidupan bersama maupun 

terhadap alam sekitarnya. 
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Oleh: Brik Kumala,SH.,M.Kn 

 

A. Pancasila dan Korupsi 

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, 

Presiden Pertama kita yakni Soekarno sering menyebutnya 

sebagai philosopische grondslag yang memiliki makna bahwa 

segala bentuk aktivitas kehidupan sehari-hari berbangsa dna 

bernegara bangsa Indonesia didasarkan dan disesuikan dengan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh sebab itulah 

Pancasila memiliki dua kepentingan: 

Pancasila adalah sebuah pemberian yang begitu berarti 

dari para pendiri bangs aini. Dimana Pancasila memiliki peran 

yang sangat penting, ia menjadi sumber dari segala sumber 

hukum yang ada di Indonesa. Ia menjadi segala sumber atau 

Groun Norm sebab ia memuat dasar moral serta karakter 

bangsa Indonesia yang seharusnya. Denagn perkembangan 

zaman yang kian pesat dan modern serta teknologi yang 

mnejadi bagian dari hidup kita, Pancasila menjadi suatu hal 

yang menjaga kemurnian budaya, karakter serta moral bangsa 

Indonesia dari hingar binger perkembangan zaman, 

sseharusnya. Kristalisasi atas kebudayaan dan kepribadian 

luhur bangsa Indonesia tertuang dalam nilai-nilai yang 

dikandung Pancasila.  

Pancasila adalah Kepribadian bangsa Indonesia, ia 

menjadi bagian dari seluruh proses yang ada dan tercipta dam 

tetanan kehidupan bermasyarakat. Sistem etika juga 

merupakan bagian dari Pancasila, sebab ia menjadi sumber 

KEJAHATAN KORUPSI 
DALAM PERSPEKTIF 
NEGARA PANCASILA 
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mencegah terjadinya korupsi ialah pondasi terhadap Akhlak 

yang mana akhlak luhur yang mulia merupakan sebuah 

akumulasi atas nilai budaya yang ada dalam bangsa Indonesia 

dan merupakan jati diri bangsa. Sehingga Negara, Pancasila, 

telah menajdi sebuah sistem nilai.110 
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Oleh: Nur Ilahin, M.Pd. 

 

A. Latar Belakang  

Salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam 

kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa 

dekade terakhir ini ialah maraknya korupsi. Korupsi, telah 

menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. 

Kenyataan ini merupakan suatu ironi, apabila dikaitkan dengan 

keberadaan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim 

terbesar di dunia. Bahkan, umat Islam negeri ini dikenal 

sebagai muslim yang paling bersemangat dalam melaksanakan 

upacara ritual keagamaan. 

Beberapa kasus korupsi antara lain kasus korupsi yang 

dilakukan oleh Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Alfian 

Mallarangeng, Luthfi Hasan sekjen PKS, kasus korupsi pada 

pengadaan Al-4XU·DQ�� NRUXSVL� \DQJ� GLODNukan oleh petinggi 

POLRI, kasus korupsi yang melibatkan dinasti Sri Atut dan 

adiknya Tubagus, Lukas Enembe yang menyasar wilayah 

papua, mantan mentri kominfo johnny plate yang hingga 8T 

dalam kasus mega korupsinya dan lain-lain sungguh membuat 

prihatin kita. 

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari 

tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan 

status atau uang yang menyangkut pribadi.111 Adapun 

 

111 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Cet. II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2001).31. 
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